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ABSTRAK  
 
Musrifa Amalia Melati. Tinjauan Hukum Penyerahan Jaminan atau Agunan Kepada 
Pihak Lain dalam Perjanjian Kredit Bank pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/Pn Bbs. 
Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti 
Tegal. 2019. 
Adanya barang jaminan yang diminta oleh bank terhadap pemberian kredit 
kepada nasabah, dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya suatu resiko sebagai 
akibat wanprestasi nasabah. Pada kenyataannya, ketika proses pelaksanaan pemberian 
kredit perbankan dijalankan ada begitu banyak kecurangan dan kesalahan prosedur baik 
secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak bank maupun nasabah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) prosedur penyelesaian 
kredit bermasalah (kedit macet), 2) penyelesaian sengketa penyerahan jaminan atau 
agunan kepada pihak lain dalam perjanjian kredit Bank pada Putusan Nomor 
1/Pdt.G/2019/PN Bbs. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan 
pendekatan yuridis normatif, sumber penelitian ini terdiri dari atas dasar bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data 
dalam penelitian ini dilakukan secara secara normatif kualitatif. 
Hasil penelitian diperoleh: 1) Prosedur penyelesaian kredit bermasalah (kedit 
macet) lembaga keuangan atau bank dalam mengatasi permasalahan kredit macet 
dilakukan melalui upaya hukum preventif dan upaya hukum resesif. Upaya hukum 
preventif merupakan langkah penyelamatan kredit hingga tindakan mengakhiri 
perjanjian kredit. Upaya represif dilakukan oleh pihak bank dengan melakukan 
penyitaan jaminan dan melakukan pelelangan terhadap jaminan tersebut ketika debitor 
telah wanprestasi dan tidak memungkinkan lagi dilakukan upaya preventif. Untuk 
mengantisipasi dari adanya kredit macet, pihak bank sebagai kreditor mempunyai 
prosedur atau cara-cara tersendiri untuk meminimalisir kredit macet dan untuk 
menyelamatkan kredit yang bermasalah, yaitu upaya hukum atau aspek legalitasnya, 
upaya penyelamatan kredit bermasalah dan upaya untuk mengakhiri perjanjian kredit. 
2) Penyelesaian sengketa penyerahan jaminan atau agunan kepada pihak lain dalam 
perjanjian kredit Bank pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs dapat disimpulkan 
bahwa meskipun telah ada perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II 
yang sah namun penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00188 atas nama Casmadi 
Bin Sukyadi bukanlah dilakukan oleh orang yang berhak dalam hal ini Penggugat 
sehingga Tergugat I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Tergugat 
I harusnya mengembalikan keadaan seperti semula, dimana apabila perjanjian kredit 
Penggugat telah lunas atau selesai maka barang jaminan dalam hal ini Sertifikat Hak 
Milik Nomor: 00188 atas nama Casmadi Bin Sukyadi haruslah diserahkan kepada 
Penggugat. 
 
Kata Kunci: Penyerahan, Jaminan atau Agunan, Perjanjian Kredit. 
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ABSTRACT 
 
Musrifa Amalia Melati. Legal Review of the Delivery of Collateral or Collateral to 
Other Parties in the Bank Credit Agreement in Decision Number 1 / Pdt.G / 2019 / Pn 
Bbs.. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti 
University. 2019. 
The existence of collateral requested by the bank for granting credit to 
customers, is done in order to anticipate the occurrence of a risk as a result of customer 
defaults. In fact, when the process of implementing bank credit is carried out there are 
so many frauds and procedural errors both intentionally and unintentionally by the bank 
and the customer. 
The purpose of this study is to find out: 1) procedure for resolution of problem 
loans (bad credit), 2) settlement of disputes over the delivery of collateral or collateral 
to other parties in the Bank credit agreement on Decision Number 1/Pdt.G/2019/PN 
Bbs. This type of research is a descriptive study with a normative juridical approach, 
the source of this research consists of primary legal materials, secondary legal materials 
and tertiary legal materials. The data collection method in this research is literature study 
and document study. Data analysis in this study was carried out in a normative 
qualitative manner. 
The results are obtained: 1) Procedure for solving non-performing loans (bad 
credit) financial institutions or banks in overcoming the problem of bad credit is done 
through preventive legal measures and recessive legal efforts. Preventive legal measures 
are steps to save credit until ending the credit agreement. Repressive efforts are carried 
out by the bank by confiscating collateral and auctioning off the collateral when the 
debtor has defaulted and preventive measures are no longer possible. To anticipate the 
existence of bad credit, the bank as a creditor has its own procedures or ways to 
minimize bad credit and to save problem loans, namely legal remedies or legality 
aspects, efforts to save non-performing loans and efforts to end the credit agreement. 2) 
Settlement of disputes over collateral or collateral to other parties in the Bank's credit 
agreement in Decision Number 1/Pdt.G/2019/PN Bbs can be concluded that although 
there has been a sale and purchase agreement between the Plaintiff and the Defendant 
II is legitimate, the submission of the Certificate of Ownership Number: 00188 on behalf 
of Casmadi Bin Sukyadi was not carried out by a person who has the right in this case 
the Plaintiff so that Defendant I was declared to have done Unlawful Acts, Defendant I 
should have returned to normal condition, where if the Plaintiff's credit agreement had 
been paid off or finished, the collateral in this case the Certificate of Defiance Freehold 
Number: 00188 in the name of Casmadi Bin Sukyadi must be submitted to the Plaintiff. 
 
Keywords: Submission, Collateral or Collateral, Credit Agreement. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Kredit yang banyak diminati oleh masyarakat, seperti kredit modal kerja, 
kredit untuk pertanian maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak 
masyarakat mengharapkan adanya kredit yang prosesnya cepat, aman dan bunga 
yang relatif rendah dengan kemudahan-kemudahan atau fasilitas yang diberikan 
kepada nasabah tersebut. Bagi masyarakat kredit sangat diperlukan dalam 
mendukung dan mengembangkan usahanya, dimana dengan menggunakan dana 
kredit bisa digunakan untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi 
baik berupa tambahan modal kerja, bahan baku, perluasan pasar, peningkatan 
kemampuan sumber daya manusia, teknologi dan lain sebagainya. 
Lembaga keuangan memberikan fasilitas kredit kepada perseorangan atau 
perusahaan yang membutuhkan pinjaman dana, dengan pertimbangan dan syarat-
syarat tertentu yang harus di penuhi oleh masyarakat yang membutuhkan pinjaman 
dana tersebut. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan sebagai lembaga yang 
menjadi sumber permodalan semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat.1 
Lembaga keuangan, seperti bank dan non bank mempunyai peranan penting 
bagi perekonomian Indonesia. Peran tersebut yaitu lembaga keuangan, baik  bank  
maupun non  bank  sebagai  prasarana  menghimpun  dan menyalurkan  
                                                  
1 Masihin, Miranda, Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Suka Buku, 
2012, hlm. 4. 
  
2 
dana masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Perbankan merupakan sektor terpenting dalam laju perekonomian suatu 
negara. Semua permasalahan yang dihadapi oleh dunia perbankan, sangat 
mempengaruhi semua tatanan yang berhubungan dengan laju pertumbuhan 
ekonomi. Salah satu produk yang yang diberikan oleh bank dalam membantu 
kelancaran usaha nasabah (debitur) adalah dengan pemberian kredit, dimana hal ini 
merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi.  
Kredit diatur di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberiaan kredit 
merupakan salah satu kegiatan usaha bank konvensional dalam rangka mengelola 
dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan.2 Sesuai dengan 
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan 
bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan Bank Umum wajib mempunyai 
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta 
kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit 
                                                  
2 Bahsan, M., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2007, hlm. 1-3. 
  
3 
yang dilakukan kedua belah pihak. Dalam hal ini, pihak bank sebagai kreditur wajib 
menerapkan pedoman pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan 
oleh Bank Indonesia. 
Suatu perjanjian dikatakan sah dan berlaku menigkat para pihak yang 
membuat perjanjian apabila perjanjian itu sudah memenuhi syaratsyarat yang diatur 
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain: 
1. Kata sepakat yang membuat perjanjian. 
2. Kecakapan pihak-pihak yang melakukan perjanjian. 
3. Objek perjanjian harus jelas. 
4. Perjanjian dibuat atas dasar suatu sebab yang halal. 
 
Oleh karena itu, bank atau lembaga non bank lainnya tidak akan 
memberikan kredit yang sumbernya dari dana masyarakat kepada masyarakat yang 
membutuhkannya tanpa adanya jaminan (collateral). Adapun peranan penting dari 
jaminan tersebut adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku 
kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, 
apabila pihak peminjam (debitur) cidera janji tidak membayar kembali hutangnya 
pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.  
Guna menjamin kepentingan bank maka salah satunya dalam memberikan 
perlindungan dan kepastian hukum pada bank untuk menyelesaikan kredit berma 
salahnya dengan cepat dan biaya ringan adalah dengan memperkuat lembaga 
jaminan untuk kredit yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan 
Dengan Tanah.  
Menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan, agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun 
  
4 
benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank guna 
menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas kredit. Begitu juga 
mekanisme pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia yang diberikan harus 
melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank, sehingga tidak sekedar asal 
memberikan kredit atau hanya untuk meningkatkan outstanding dari Bank saja akan 
tetapi juga memerhatikan aspek legalnya juga, yaitu dalam prosedur pinjaman 
nasabah harus menyertakan jaminan atau agunan yang dapat berupa barang 
bergerak dan barang tidak bergerak sehingga jelas hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dari masing-masing pihak yang dalam hal ini bank sebagai kreditur dan 
nasabah sebagai debiturnya beserta implikasi-implikasinya apabila salah satu pihak 
tidak memenuhi kewajibannya dan memenuhi rasa kepastian hukum bagi kedua 
belah pihak. 
Adanya barang jaminan yang diminta oleh bank terhadap pemberian kredit 
kepada nasabah, dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya suatu resiko 
sebagai akibat wanprestasi (cidera janji) yang menimpa nasabah. Dengan demikian 
bank mempunyai kedudukan yang kuat terhadap barang yang dijadikan jaminan 
tersebut. Selain itu bank ingin mendapatkan keyakinan bahwa kredit yang diberikan 
kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah 
disetujui bersama. Selanjutnya agar pengembalian kredit dapat terjamin, pada 
umumnya pihak bank meminta supaya barang jaminan ditunjuk secara pasti barang 
apa yang akan dijaminkan nasabah kepada bank.  
Kredit yang diberikan oleh bank, mengakibatkan suatu kedudukan dimana 
bank harus dapat menguasai barang-barang jaminan tersebut baik secara de facto 
  
5 
maupun secara de jure,3 adapun maksudnya legalitas dari penguasaan barang 
jaminan tersebut memiliki kekuatan hukum bagi bank untuk dapat melakukan 
perbuatan hukum (menjual jaminan guna pelunasan hutang nasabah), sehingga 
dalam perjanjian pemberian kredit yang dilakukan antara bank dengan nasabah 
dapat berjalan seperti yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.  
Dalam pemberian kredit, barang jaminan menjadi pertimbangan yang utama 
bagi bank untuk menjamin kredit yang diberikan kepada nasabah atas kesanggupan 
membayar hutang dari nasabah selama masa kredit, yang mana barang jaminan pada 
masa kredit berjalan untuk sementara waktu dikuasai oleh bank dalam arti diikat 
dengan suatu perjanjian penjaminan/jaminan dan apabila nasabah wanprestasi, bank 
dapat melakukan penjualan lelang terhadap jaminan guna menutup/melunasi hutang 
nasabah kepada bank.  
Pada kenyataannya, ketika proses pelaksanaan pemberian kredit perbankan 
dijalankan ada begitu banyak kecurangan dan kesalahan prosedur yang dilakukan 
baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan dilakukan baik oleh pihak bank 
maupun oleh pihak nasabah. Kesalahan/kecurangan yang seringkali terjadi adalah 
pihak bank tidak memberikan informasi yang lengkap tentang proses pengajuan 
permohonan kredit yang semestinya, nasabah tidak diberikan penjelasan yang 
mendalam mengenai manfaat sebenarnya dari kredit yang hendak diajukan, pihak 
bank lalai dalam melaksanakan observasi dan penyelidikan secara mendalam 
terhadap nasabah, permohonan kredit, dan jaminan yang diajukan.  
                                                  
3 Adinugroho, Tjipto, Perbankan Masalah Perkreditan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994,    hlm. 
100. 
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Hal lain yang dapat terjadi adalah pihak nasabah tidak membaca dengan 
teliti isi perjanjian kredit yang ditandatanganinya, hal ini dapat berakibat terjadinya 
wanprestasi dalam hal waktu pembayaran bunga pinjaman dan angsurannya, serta 
nasabah tidak mengetahui dengan pasti tentang proses eksekusi jaminan apabila 
nasabah cidera janji/wanprestasi. Terjadinya cidera janji atau wanprestasi dalam 
perjanjian kredit ini sangat mungkin terjadi, mengingat tidak semua debitur mampu 
mengelola dana pinjamannya dengan baik sekalipun telah menjaminkan sejumlah 
barang jaminan tertentu kepada kreditur.  
Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs, Penggugat adalah nasabah/debitur 
dari PT. BRI Tbk Cabang Brebes Unit Banjaratma (Tergugat I) dengan nomor 
rekening 33212790 memiliki pinjaman kredit dengan menyerahkan sebuah Serifikat 
Hak Milik nomor: 00188 atas nama Casmadi Bin Sukyadi sebagai jaminan/agunan 
pinjaman hutang di Tergugat I. Pada awalnya Penggugat lancar dalam melakukan 
angsuran kredit, namun pada bulan-bulan terakhir Penggugat mengalami kesulitan 
usaha sehingga tidak dapat meneruskan cicilan/angsuran kredit yang tinggal 
beberapa bulan saja (±4 angsuran). Tergugat II bersama suaminya mengklaim serta 
menguasai obyek sengketa karena Penggugat punya hutang kepada Tergugat II dan 
suaminya tersebut sebesar ± Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah). Pada 
bulan November 2013 Penggugat berinisiatif menayakan dan membayar hutang 
kepada Tergugat II dan suaminya agar Tergugat II dan suaminya tidak membangun 
dan menguasai tanah pekarangan milik Penggugat yang mana sertifikatnya sedang 
dijadikan jaminan/agunan di Tergugat I, namun suami dari Tergugat II marah dan 
mengancam Penggugat bahkan Penggugat disuruh membayar kekurangannya 
dalam pelunasan hutang di Tergugat I sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) 
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kepada Tergugat II dan suaminya. Penggugat menganggap kantor Tergugat I dalam 
melaksanakan operasionalnya sebagai lembaga keuangan Bank Pemerintah ternyata 
menyewa rumah milik Tergugat II terindikasi antara Tergugat I dan Tergugat II 
melakukan perbuatan curang sehingga dengan mudah jaminan/agunan milik 
Penggugat diberikan kepada Tergugat II.4 
Implementasi pelaksanaan kredit di BRI terebut, diantara kedua belah pihak 
menandatangani surat perjanjian hutang, surat penyerahan agunan dan surat kuasa 
untuk menjual agunan apabila sewaktu-waktu diperlukan karena pihak debitur 
ingkar janji atau wanprestasi sehingga tidak mampu melaksanakan isi dari 
perjanjian surat hutang tersebut. Surat perjanjian tersebut merupakan perjanjian 
baku yang telah disediakan oleh pihak Bank dan debitur tinggal menyetujui atau 
tidak isi perjanjian tersebut, sehingga debitor tidak mempunyai hak untuk 
mengurangi atau menambah isi dari perjanjian yang tertuang di dalam surat utang 
tersebut. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi kecurangan dari petugas bank 
yang secara sengaja tidak memberikan informasi atau surat peringatan kepada 
nasabah mengenai jatuh tempo pembayaran bunga pinjaman dan angsuran 
kreditnya, dan pada akhirnya menyebabkan objek jaminan nasabah harus 
dieksekusi.  Sejalan  dengan  hal  ini,  maka  peran  hukum  terlebih khusus hukum  
jaminan sangatlah penting untuk mengatur kedudukan hak dan kewajiban baik 
pihak kreditur dan debitur, serta benda jaminan dalam suatu perjanjian kredit yang 
                                                  
4 Pengadilan Negeri Brebes, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs, Brebes, 2010, hlm. 2-3. 
  
8 
dilakukan. Sehingga perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan 
perbankan dalam perjanjian kredit perbankan. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk 
melakukan penelitian guna penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum 
Penyerahan Jaminan atau Agunan Kepada Pihak Lain dalam Perjanjian Kredit Bank 
pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs.” 
 
B. Perumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan 
dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian kredit bermasalah (kedit macet)? 
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa penyerahan jaminan atau agunan kepada 
pihak lain dalam perjanjian kredit Bank pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN 
Bbs? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 
di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit bermasalah (kedit macet). 
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa penyerahan jaminan atau agunan 
kepada pihak lain dalam perjanjian kredit Bank pada Putusan Nomor 
1/Pdt.G/2019/PN Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
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1. Secara Teoritis 
Memberikan manfaat teoritis bagi pemahaman Ilmu Hukum, khususnya yang 
berkaitan dengan perjanjian kredit dan akibat hukumnya. Hasil penelitian juga 
dapat dijadikan bahan kajian penerapan ilmu hukum dalam penegakan hukum 
dan menambah literatur tentang hukum perdata khususnya terkait prosedur 
penyerahan jaminan atau agunan kredit ke pihak lain. Hasil penelitian ini juga 
dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian sejenis selanjutnya.  
2. Secara Praktis  
a. Memberikan informasi dan gambaran kepada kreditur maupun debitor 
mengenai prosedur penyurahan jaminan atau agunan kredit ke pihak lain 
sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Diharapkan juga bagi 
kreditur sebelum memberikan pinjaman kredit harus melakukan penilaian 
yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan praktek 
usaha dari debitor untuk memenuhi prestasinya sehingga kemampuan dan 
kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 
b. Bagi masyarakat, sebelum mengajukan pinjaman kredit perlu dipikirkan 
kemampuan dan kesanggupan membayar angsuran kredit, karena proses 
eksekusi jaminan hak tanggungan dapat dilakukan kreditur dapat dilakukan 
apabila terjadi wanprestasi oleh debitur terhadap perjanjian kredit perbankan 
yang telah diperjanjikannya. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami 
prosedur eksekusi jaminan atau agunan kredit sesuai prosedur hukum 
sehingga kreditur dapat melakukan gugatan jika eksekusi jaminan atau 
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agunan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini penyerahan 
jaminan atau agunan kredit ke pihak lain.  
c. Bagi penulis, dapat menerapkan ilmu yang didapatkan di perkuliahan pada 
kenyataan di lapangan dan menambah pengetahuan tentang hukum perdata 
khususnya pada kasus hukum perjanjian kredit.  
 
E. Metode Penelitian  
Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan 
untuk menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, juga 
merupakan suatu cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian 
jumlah dan jenis yang dihadapi dalam suatu penelitian. 
1. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 
dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Case Approach (pendekatan 
kasus) di mana metode ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap 
kasus-kasus yang berkaitan dengan tinjauan hukum penyerahan jaminan atau 
agunan kepada pihak lain dalam perjanjian kredit. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum 
normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara 
sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya 
dengan masalah yang diteliti.5  
                                                  
5  Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2008, hlm. 52. 
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Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik 
hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu 
ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan 
identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, 
yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, 
hubungan hukum dan obyek hukum.6  
 
2. Jenis dan Sumber Data  
Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 
menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala 
lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar 
dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka 
penyusunan teori baru.7  
Dalam penelitian ini penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan 
atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala sesuatu yang 
terkait masalah yang bisa dijelaskan mengenai penyelesaian sengketa 
penyerahan jaminan atau agunan kepada pihak lain dalam perjanjian kredit bank 
pada putusan nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bbs. 
Sumber data ialah tempat dimana penelitian hukum ini diperoleh, dan 
sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data 
sekunder. Data sekunder tidak diperoleh secara langsung dari lokasi lapangan, 
                                                  
6  Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 15. 
7  Soekanto, Soerjono. Op Cit., hlm. 10. 
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tetapi data itu berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung masalah yang 
diteliti yaitu Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs. Adapun jenis-jenis bahan 
hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain meliputi : 
1) Bahan hukum primer, yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 
berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat 
untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.8  
2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 
keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 
langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, 
berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang 
berwujud laporan dan buku-buku hukum.9 Seperti hasil jurnal, seminar, 
makalah dan artikel terkait dengan materi penelitian. 
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti: 
berupa kamus hukum dan ensiklopedia. 
 
3. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan 
                                                  
8 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005,          hlm. 
142. 
9 Ibid., hlm. 36. 
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content analysis.10 Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau 
bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan 
mempelajari buku-uku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal 
penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan 
menunjang penelitian. 
 
4. Analisis Bahan Penelitian 
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, 
yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh 
berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan 
dengan pokok permasalahan. 
Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan 
dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan 
data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan 
kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk 
memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.11  
Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data dengan  
cara  melakukan  analisa terhadap  pasal-pasal  yang isinya merupakan  
kaedah hukum. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan konstruksi data yang 
dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-
kategori atas dasar pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.12  
 
                                                  
10 Soerjono Soekanto. Op Cit., hlm. 21. 
11 Ibid., hlm. 251-252. 
12 Ibid., hlm. 255. 
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F. Sistematika Penulisan  
Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing 
bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara jelasnya 
mengenai karya ilmiah ini akan diuraikan sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan. Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Pustaka. Berisi tentang tinjauan tentang hukum perjanjian antara 
lain: pengertian hukum perjanjian, unsur-unsur hukum perjanjian, asas-asas 
hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian; tinjauan tentang perjanjian 
kredit antara lain: pengertian perjanjian kredit, sistem pemberian kredit, 
jaminan kredit, kredit macet; tinjauan tentang wanprestasi antara lain: 
pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat adanya 
wanprestasi; tinjauan tentang perjanjian baku antara lain: pengertian 
perjanjian baku, akibat hukum perjanjian. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dijelaskan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai prosedur penyelesaian kredit bermasalah (kredit 
macet) dan penyelesaian sengketa penyerahan jaminan/agunan kepada 
pihak lain dalam perjanjian kredit bank pada putusan nomor 
1/Pdt.G/2019/PN Bbs. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan 
simpulan dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan tentang Hukum Perjanjian  
1. Pengertian Hukum Perjanjian 
Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract 
of law, dalam bahasa Belanda dengan istilah overeenscom strect. Friedman 
mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek 
tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Menurut Bayles 
mengartikan contract of law atau hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang 
berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Sedangkan definisi 
hukum kontrak dalam ensiklopedi Indonesia mengkajinya dari aspek ruang lingkup 
pengaturannya, yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum.13 
Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua 
pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam 
persetujuan itu.14 Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan 
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat 
untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUH 
Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.15 
                                                  
13 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Tekhnik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta 
2005, hlm. 3. 
14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005, hlm. 458 
15 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rincka Cipta, 2007, hlm. 363. 
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Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 
Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat 
bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang 
terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan 
dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun 
kelemahan tersebut, antara lain: 
a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata 
’mengikatkan’ hanya datang dari salah satu pihak; 
b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas 
dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup 
perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga; 
c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan 
diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi 
perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang 
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta 
kekayaan.16 
Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat 
luas.Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat 
luas karena dengan dipergunakannya perkataan `perbuatan' tercakup juga 
perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu 
diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu: Perbuatan harus diartikan 
                                                  
16 Muhammad, Abdulkadir, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
hlm. 80-81. 
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sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan 
akibat hukum dan menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” 
dalam pasal 1313 KUH Perdata. Jadi, menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok 
Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuaan hukum dimana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih.17 
Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
sesuatu hal.18 Tirtodiningrat mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan 
hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan 
akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.19 
Pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas, artinya 
dalam pengertian tersebut hanya dijelaskan perbuatan seseorang mengikatkan diri 
dengan seorang lainnya dengan tidak menjelaskan bahwa perjanjian yang dimaksud 
adalah perjanjian yang termasuk dalam lapangan harta kekayaan sebab Pasal 1313 
masuk dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perjanjian dalam Pasal 1313 
KUH Perdata belum mencerminkan asas konsensualisme atau 
kesepakatan.Kesepakatan merupakan hal yang penting dalam sebuah perjanjian, 
sebab merupakan syarat pertama sahnya suatu perjanjian. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau 
lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat 
                                                  
17 Setiawan, R., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: PT Bima Cipta, 2008, hlm. 14. 
18 Subekti, R, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2009, hlm. 84. 
19 Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian, Asas Proporsiobalitas dalam Kontrak Komersial, 
Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008, hlm. 43. 
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mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta 
kekayaan. 
 
2. Unsur-Unsur Hukum Perjanjian  
Suatu perjanjian apabila diuraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka 
unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu adalah 
sebagai berikut: 
a. Unsur esensiali, merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena 
tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini maka tidak ada perjanjian. 
Misalnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan 
harga karena tanpa kesepakatan mengenai harga dan barang dalam perjanjian 
jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang 
diperjanjikan.  
b. Unsur naturalia, merupakan unsur yang telah diatur oleh para pihak dalam 
perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian unsur 
naturalia ini merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian. 
c. Unsur akseidentalia, merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak 
jika para pihak memperjanjikannya.20 
Adanya perjanjian, akan timbul suatu hubungan hukum di mana pihak yang 
satuberhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya, begitu pula sebaliknya. 
Hubungan hukum yang demikian ini disebut dengan perikatan. Pendek kata, 
perjanjian  akan  menimbulkan  suatu  perikatan, atau  dengan  kata lain perjanjian  
                                                  
20 Miru, Ahmad, Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2008, hlm. 31-32. 
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merupakan salah satu sumber perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. 
Perikatan dan perjanjian diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Dari perumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan unsur perjanjian 
sebagai berikut:  
a. Adanya pihak-pihak, pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian ini disebut 
sebagai subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa manusia pribadi atau 
juga badan hukum. Subyek perjanjian harus mampu atau wenang dalam 
melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. 
Subyek hukum dapat dalam kedudukan pasif atau sebagai debitur atau dalam 
kedudukan yang aktif atau sebagai kreditur.  
b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak, persetujuan di sini bersifat tetap, dalam 
arti bukan baru dalam tahap berunding. Perundingan itu sendiri adalah 
merupakan tindakantindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya 
persetujuan.  
c. Adanya tujuan yang akan dicapai, tujuan mengadakan perjanjian terutama guna 
memenuhi kebutuhan pihak-pihak dan kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi 
jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain.  
d. Adanya prestasi yang akan dilangsungkan, bila telah ada persetujuan, maka 
dengan sendirinya akan timbul suatu kewajiban untuk melaksanakannya.  
e. Adanya bentuk tertentu, dalam suatu perjanjian bentuk itu sangat penting, 
karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu maka 
perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti.  
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f. Adanya syarat tertentu, mengenai syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi dari 
perjanjian, karena dengan syarat-syarat itulah dapat diketahui adanya hak dan 
kewajiban dari pihak-pihak.  
Jika semua unsur yang ada tadi dihubungkan dengan ketentuan syarat 
sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) maka dapat disimpulkan:  
a. Syarat adanya persetujuan kehendak diantara pihak-pihak dapat meliputi unsur-
unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu dan bentuk-bentuk tertentu.  
b. Syarat kecakapan pihak-pihak meliputi unsur-unsur dari pihak-pihak yang ada 
dalam perjanjian.  
c. Adanya hal tertentu sebagai pokok perjanjian, sebagai obyek perjanjian, baik 
berupa benda maupun jasa, serta obyek dapat berwujud dan tak berwujud.  
d. Adanya kausa yang halal, yang mendasari perjanjian itu sendiri meliputi unsur 
tujuan yang akan dicapai.  
Subyek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subyek perikatan yaitu 
kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Adapun 
kreditur maupun debitor tersebut dapat orang perseorangan maupun dalam bentuk 
badan hukum. KUH Perdata membedakan dalam tiga golongan untuk berlakunya 
perjanjian:  
a. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.  
b. Perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak.  
c. Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.  
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). 
Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:  
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a. Perbuatan. Kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat 
jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena 
perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang 
memperjanjikan.  
b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu 
perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan 
saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut 
adalah orang atau badan hukum 
c. Mengikatkan dirinya. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan 
oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Perjanjian ini orang terikat kepada 
akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.  
Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, 
penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis 
yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.21 
 
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian 
Asas hukum itu umumnya tidak berwujud peraturan hukum yang konkrit, 
tetapi merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itu 
maka asas hukum tersebut bersifat umum atau abstrak. Di dalam hukum kontrak 
dikenal lima asas penting, yaitu:  
a. Asas kebebasan berkontrak, dapat dianalisa dari ketentuan pasal 1338 ayat 1, 
KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
                                                  
21 Salim, H.S., dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: 
Sinar Grafika, 2007, hlm. 124. 
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sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan 
berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak: 
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian 
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun 
3) Menentukan isi prjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan 
4) Menentukan bentuknya perjanjian 
b. Asas konsensualisme, dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata ayat 
(1), dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu 
adanya kesepakatan kedua belah pihak. 
c. Asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), disebut juga dengan asas 
kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Dalam asas 
ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat 
oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak 
boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang di buat oleh para 
pihak. Sebagaimana disimpulkan pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang 
berbunyi perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. 
d. Asas iktikad baik, dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, 
yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas ini 
merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor harus 
melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang 
teguh atau kemauan baik dari para pihak. 
e. Asas kepribadian, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang 
akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan 
saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 
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KUH Perdata berbunyi : pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan 
perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Sedangkan Pasal 1340 
KUH Perdata berbunyi perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang 
membuatnya. Namun, ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang 
diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi dapat pula perjanjian 
diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat diri 
sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat 
semacam itu. Artinya dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak 
ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. 
f. Asas kesetaraan, asas ini menempatkan para pihak di dalam derajat yang sama, 
tidak ada perbedaan, meskipun memiliki perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, 
kekuasaan, jabatan, dan lainnya. Masing-masing pihak wajib melihat adanya 
persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama 
lain sebagai manusia ciptaan Tuhan. Asas ini dimaksudkan agar perjanjian dapat 
memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Karena perjanjian pada 
hakekatnya adalah sebuah kerjasama bisnis untuk tujuan tertentu dan diantara 
pihak terikat harus mempunyai kepentingan dan posisi yang wajar.22 
 
4. Syarat Sahnya Perjanjian  
Saat membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, 
sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUH 
Perdata, akan tetapi asas  kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh  
                                                  
22 Simanjutak, Tagor, Draft Surat Perjanjian Segala Urusan, Yogyakarta: Aksara Sukses, 2014, 
hlm 6. 
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memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu 
untuk syahnya perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan 
isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, 
kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). 
Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan 
tetapi, hal tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa untuk 
sahnya suatu perjanjian, maka diperlukan empat syarat, yaitu: 
a.  Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 
b.  Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 
c.  Suatu hal tertentu; 
d.  Sesuatu sebab yang halal. 
Perjanjian baru dapat dikatakan sah jika telah dipenuhi semua ketentuan 
yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas. Pernyataan sepakat mereka 
yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan 
ke dalam syarat subjektif atau syarat mengenai orang yang melakukan perjanjian, 
sedangkan tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal digolongkan ke dalam 
syarat objektif atau benda yang dijadikan objek perjanjian. Hal-hal tersebut 
merupakan unsur-unsur penting dalam mengadakan perjanjian.  
a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri 
Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan. 
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau 
lebih  dengan  pihak lainnya.23  Sepakat maksudnya  adalah  bahwa  dua  belah  
                                                  
23  Salim, H..S., Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 
2005, hlm. 23. 
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pihak yang mengadakan perjanjian, dengan kata lain mereka saling 
menghendaki sesuatu secara timbal balik. Adanya kemauan atas kesesuaian 
kehendak oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, jadi tidak boleh 
hanya karena kemauan satu pihak saja, ataupun terjadinya kesepakatan oleh 
karena tekanan salah satu pihak yang mengakibatkan adanya cacat bagi 
perwujudan kehendak.  
Kesepakatan itu artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun, 
betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak. Berpedoman kepada ketentuan 
Pasal 1321 KUH Perdata bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu 
diberikan karena: 1) kekhilafan atau kekeliruan (dwaling), 2) 
pemerasan/paksaan (dwang), dan 3) penipuan (bedrog). 
Unsur kekhilafan/kekeliruan dibagi dalam dua bagian, yakni kekhilafan 
mengenai orangnya dinamakan error in persona. Dan kekhilafan barangnya 
dinamakan error in substansia. Mengenai kekhilafan/kekeliruan yang dapat 
dibatalkan, harus mengenai intisari pokok perjanjian. Jadi harus mengenai objek 
atau prestasi yang dikehendaki. Sedangkan kekhilafan/kekeliruan mengenai 
orangnya tidak menyebabkan perjanjian dapat batal (Pasal 1322 KUH Perdata). 
Paksaan (dwang) terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia 
takut pada suatu ancaman. Dalam hal ini paksaan tersebut harus benar-benar 
menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan, misalnya ia akan 
dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian 
(Pasal 1324 KUH Perdata). Mengenai pengertian penipuan (bedrog) ini terjadi 
apabila menggunakan perbuatan secara muslihat sehingga pada pihak lain 
menimbulkan suatu gambaran yang tidak jelas dan benar mengenai suatu hal. 
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Untuk mengatakan terjadi suatu penipuan, maka harus ada kompleks dari 
muslihat-muslihat itu. 
b. Kecakapan para pihak pembuat perjanjian 
Subjek untuk melakukan perjanjian harus cakap (bekwaam) merupakan 
syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah 
dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-
undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Subjek hukum terbagi dua, 
yaitu manusia dan badan hukum. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata “setiap 
orang adalah cakap untuk mebuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak 
dinyatakan cakap”. Jadi menurut ketentuan pasal ini, semua orang dianggap 
mampu atau cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu persetujuan. Hal ini 
memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum 
yang dinyatakan oleh undang-undang.  
Kecakapan bertindak atau cakap Hukum sudah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan 
menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian 
haruslah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk 
melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. 
Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum 
adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan 
perbuatan hukum adalah anak di bawah umur, orang yang ditaruh dibawah 
pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya, istri dapat 
melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-
  
27 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.24 Tegasnya syarat 
kecakapan untuk membuat perjanjian mengandung kesadaran melindungi baik 
bagi dirinya maupun hubungannya keselamatan keluarganya.  
c. Suatu hal tertentu  
Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di dalam Pasal 
1332 sampai dengan 1334 KUH Perdata. Objek perjanjian yang dapat 
dikategorikan dalam pasal tersebut: 
1) Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan 
dapat dihitung. 
2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian.25 
Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek 
suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata “barang yang menjadi objek 
suatu perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, 
sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat 
dihitung atau ditentukan”.  
Sebelumnya dalam Pasal 1332 KUH Perdata dikatakan bahwa hanya 
barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok 
persetujuan. Dengan demikian barang-barang di luar perdagangan tidak dapat 
menjadi objek perjanjian, misalnya, barang-barang yang dipergunakan untuk 
keperluan orang banyak, seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung 
umum dan udara. Dengan demikian perjanjian yang objeknya tidak tertentu atau 
                                                  
24  Salim, H.S., Ibid., hlm. 24. 
25  Raharjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Buku Kita, 2009, hlm. 57. 
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jenisnya tidak tertentu maka dengan sendirinya perjanjian itu tidak sah. Objek 
merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian.  
d. Suatu sebab yang halal 
Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian dari kausa yang 
halal. Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yg terlarang. 
Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, 
kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu perjanjian apabila tidak memenuhi 
syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan 
bertindak pihak-pihkanya, maka perjanjian dapat dibatalkan. Perjanjian yang 
tidak memenuhi syarat objektif, yaitu adanya objek perjanjian dan adanya sebab 
yang halal, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.26 
Pengertian sebab pada syarat keeempat untuk sahnya perjanjian tiada 
lain daripada isi perjanjian. Jadi dalam hal ini harus dihilangkan salah sangka 
bahwa maksud sebab itu di sini adalah suatu sebab yang menyebabkan 
seseorang membuat perjanjian tersebut. Bukan hal ini yang dimaksud oleh 
undang-undang dengan sebab yang halal.  
Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau 
dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak dihiraukan 
oleh undang-undang. Undang-undang hanya menghiraukan tindakan orang-
orang dalam masyarakat. Jadi dimaksud dengan sebab atau causa dari sesuatu 
perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Yang dimaksud dengan halal atau 
yang diperkenankan oleh undang-undang menurut Pasal 1337 KUH Perdata 
                                                  
26  Djaja S, Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga, 
Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 95. 
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adalah persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban 
umum, dan kesusilaan. Akibat hukum terhadap perjanjian bercausa tidak halal, 
perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah 
ada, jadi tidak ada dasar menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim.  
Syarat sahnya suatu perjanjian dibedakan antara syarat objektif dan 
syarat subjektif, bahwa di dalam syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian 
itu batal demi hukum, yang artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan 
perjanjian. Dengan kata lain bahwa tujuan yang mengadakan perikatan semula 
adalah gagal, maka dari itu tidak ada suatu alasan bagi pihak untuk menuntut di 
muka hakim. Syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian bukan 
batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta 
perjanjian itu dibatalkan. Dalam hal ini yang berhak meminta pembatalan adalah 
yang merasa dirinya tertipu oleh suatu hal.  
Dari keempat syarat sahnya perjanjian di atas tidak ada diberikan suatu 
formalitas yang tertentu di samping kata sepakat para pihak mengenai hal-hal 
pokok perjanjian tersebut. Tetapi ada pengecualiannya terhadap undang-undang 
yang dibutuhkan bahwa formalitas tersebut untuk beberapa perjanjian baru 
dapat berlaku dengan suatu formalitas tertentu yang dinamakan perjanjian 
formal. Misalnya perjanjian perdamaian harus dilakukan secara tertulis. 
 
B. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit  
1 Pengertian Perjanjian Kredit 
Perjanjian merupakan peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-
ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak atau dengan perkataan lain bahwa 
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perjanjian berisi perikatan. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah 
hubungan hukum, hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang 
dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan dalam lingkup harta kekayaan.27  
Perjanjian juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 1313 yang menentukan, 
bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian kredit dikenal 
dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Ayat (11) yang menentukan, bahwa 
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.  
Secara umum dan sederhana kredit berarti hutang (loan) dan hutang adalah 
sesuatu yang kelak harus dibayar kembali kepada yang telah meminjamkannya. 
Kredit berasal dari bahasa latin credere yang berarti kepercayaan dan dalam bahasa 
inggris faith atau trust dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur dalam 
hubungan perkreditan dengan debitur, mempunyai kepercayaan bahwa debitur 
dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat 
mengembalikan kredit yang bersangkutan.28 
Menurut O.P Simorangkir, kredit merupakan pemberian prestasi dengan 
kontra prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang. Prestasi yang dimaksud 
adalah uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit 
                                                  
27  Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, 
hlm. 199. 
28  Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2003, hlm. 236. 
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berfungsi sebagai koperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kredit dalam 
arti luas didasari oleh komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran 
ekonomi di masa depan.29 
Berdasarkan pengertian kredit di atas, kredit adalah pemberian pinjaman 
dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kreditur maupun debitur untuk 
melunasi pinjamanya kepada kreditur, dengan cara mengembalikan uang pinjaman 
berdasarkan kesepakatan. Dalam pemberian kredit diperlukan kepercayaan, tanpa 
adanya keyakinan suatu lembaga kredit tidak akan ada pemberian kredit kepada 
debitur, dengan keyakinan bahwa debitur dapat melunasi kreditnya kepada kreditur 
sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.  
Perjanjian kredit dilihat dari pembuatannya, dapat digolongkan menjadi 2 
(dua) jenis yaitu : 
a. Perjanjian kredit dibawah tangan. Perjanjian kredit di bawah tangan adalah 
perjanjian kredit yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa 
bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain perjanjian di bawah 
tangan adalah perjanjian yang dimasukan oleh para pihak sebagai alat 
pembuktian, tetapi tidak di hadapan pejabat umum pembuat akta. 
b. Perjanjian kredit dengan akta notariil. Akta notarill merupakan akta yang dibuat 
oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa “akta notaris adalah 
                                                  
29  Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1996,             
hlm. 91. 
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akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata 
cara yang ditetapkan di dalam undang-undang ini.”30 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tentang 
penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu: 
a. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas acten, yaitu 
akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat 
notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para 
pihak dilakukan dan dituangkan kedalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta 
ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu. 
b. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta partij acten 
atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki 
oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang 
kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh 
kepalsuan akta tersebut. 
Pengertian perjanjian kredit tidak ditemukan di dalam KUH Perdata, 
perjanjian dalam KUH Perdata yang mirip dengan perjanjian kredit yaitu perjanjian 
pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab XIII Pasal 1754 yang 
menyebutkan bahwa “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang 
satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang 
habis karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan 
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” 
                                                  
30  Situmorang, Viktor & Sitanggang, Cormentyna, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan 
Eksekusi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 36. 
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Perjanjian kredit menurut Subekti dan Marhainis Abdul Hay pada 
hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH 
Perdata. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mariam Daris Badrulzaman bahwa 
dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di KUH Perdata Pasal 
1754.31 
  
2 Sistem Pemberian Kredit 
Pemberian kredit merupakan unsur terbesar dari aktiva bank serta 
menentukan maju mundurnya bank dalam menjalankan fungsinya untuk 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, kredit yang diberikan 
oleh bank sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabahnya. 
Apabila hal itu terjadi, maka akan membawa resiko bagi bank yang akhirnya 
menimbulkan kredit macet. Upaya yang dilakukan bank untuk mencegah terjadinya 
resiko tersebut yaitu dengan memberikaan kredit berdasarkan analisis kredit yang 
memadai. 
Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan 
bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 
bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas 
itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya 
atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesua i dengan yang 
diperjanjikan”, selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa “bank umum wajib 
memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan rakyat dan pembiayaan 
                                                  
31  Usman, Rachmadi, Op Cit., hlm. 261. 
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berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetaplan oleh Bank 
Indonesia”.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan dapat diketahui jabaran lebih lanjut dari asas-asas perkreditan 
yang sehat dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan pemberian 
kredit, yaitu: 
a. mempunyai keyakinan berdasarkan analis is yang mendalam atas itikad dan 
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.  
b. memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.32 
Bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan terhadap calon 
debiturnya bahwa kredit yang diberikan akan kembali sesuai dengan yang 
diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka bank sebelum 
memberikan kredit harus melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip yang 
dikenal dengan sebutan the five C credit analysis atau prinsip 5C, yang meliputi: 
a. Penilaian watak/kepribadian (character) 
Penilaian watak atau karakter atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk 
mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau 
mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di 
kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan 
yang telah terjalin anatara bank dan (calon) debitur atau informasi yang 
                                                  
32  Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 
272. 
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diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku 
calon debitur dalam kehidupan keseharianya. 
b. Penilaian kapasitas/kemampuan (capacity). Bank harus meneliti tentang 
keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan materialnya, 
sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-
orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu 
mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Kalau kemampuan 
bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian 
juga jika trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga 
semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan bia 
ya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran 
kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin 
membaik. 
c. Penilaian terhadap modal (capital). Bank harus melakukan analisis terhadap 
posisi keuangan secara menyuluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, 
sehingga dapat diketahui kemampuan pemodalan calon debitur dalam 
menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. 
Dalam praktik selama ini, bank jarang sekali memberikan kredit untuk 
membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan 
modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. 
Bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit 
dari pokoknya. 
d. Penilaian terhadap agunan (collateral). Untuk menanggung pembayaran kredit 
macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib 
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menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah 
dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang 
diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan 
tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, 
maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau 
pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa. 
e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of economy). Bank 
harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri, baik masa lalu 
maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran daari hasil proyek 
atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.33 
  
3 Jaminan Kredit 
Dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, kreditur harus 
mengetahui dengan jelas apakah debitur mempunyai itikad baik untuk 
mengembalikan fasilitas kredit tersebut tepat pada waktunya. Faktor terpenting 
yang harus diteliti oleh kreditur adalah adanya jaminan yang dapat digunakan untuk 
melunasi hutang debitur kepada kreditur sehingga bila suatu saat debitur 
wanprestasi, maka kreditur dapat menjual barang yang diagunkan tersebut untuk 
melunasi hutang debitur kepada kreditur. Untuk mengurangi risiko kerugian 
kreditur, maka diadakan suatu jaminan hutang piutang oleh para pihak yang 
                                                  
33  Irmayanti, Neni Sri & Putra, Panji Adam Agus, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, 
Bandung, 2016, hlm. 136. 
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menyerahkan barang milik debitur kepada kreditur sebagai jaminan 
dilaksanakannya kewajiban debitur kepada kreditur.34 
Kreditur dalam hal mengurangi resiko debitur cidera janji, maka kreditur 
akan meminta agunan kepada debitur. Agunan adalah jaminan tambahan yang 
diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit 
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah” sebagaimana di muat dalam Pasal 1 
angka (23) UU Perbankan. KUH Perdata juga memuat ketentuan umum mengenai 
jaminan atau agunan terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132. Dalam Pasal 1131 KUH 
Perdata disebutkan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak 
maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada 
dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”. 
Dalam Pasal 1132 KUH Perdata disebutkan: “Kebendaan tersebut menjadi 
jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya; 
pendapatan penjualan dari benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, 
yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para 
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Dalam Pasal 8 
Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa pada suatu pemberian kredit, bank 
wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kesangupan 
nasabah debitur risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas 
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang 
diperjanjikan  merupakan faktor penting yang harus diperhatikan baik. 
                                                  
34  Hasan, Djuhaendah, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang 
Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam 
Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 140. 
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Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberi kredit bank harus 
melakukan penilaian secara teliti terhadap kemampuan modal, agunan, watak dan 
prospek usaha calon debiturnya, karena agunan menjadi salah satu unsur jaminan 
pemberian kredit. Agunan tersebut dapat berupa barang, proyek atau hak tagih. 
Selain itu tanah adat juga dapat digunakan sebagai jaminan agunan yaitu tanah yang 
bukti kepemilika nnya berupa girik atau lainnya. 
Bank tidak wajib meminta agunan beruna barang yang tidak berkaitan 
langsung dengan proyek yang dibiayainya, yang lazim dikenal dengan agunan 
tambahan. Jadi yang dimaksud dengan agunan pokok adalah barang-barang yang 
berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai sebagai pemberi kredit.35 Benda-
benda yang dapat dijadikan agunan telah diatur secara jelas dala m undang-undang. 
Dalam KUH Perdata, benda-benda yang dapat dijadikan jaminan dibedakan 
menjadi: 
a. Benda bergerak, yaitu benda yang dapat berpindah/dapat dipindahkan ke tempat 
lain dan benda tersebut mempunyai nilai uang. Lembaga jaminan terhadap 
benda bergerak tersebut antara lain gadai, fidusia atau hipotik. Benda bergerak 
terdiri atas dua bagian, yaitu:  
1) benda bergerak yang materiil terdiri dari : 
a) benda bergerak yang berwujud seperti kendaraan bermotor, inventaris 
kantor dan lain-lain. 
b) benda bergerak tak berwujud seperti Hak Tagih. 
                                                  
35  Sutojo, Siswanto, Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus, Jakarta: Pustaka 
Binawan Pressindo, 2007, hlm. 3. 
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2) benda beregrak yang immaterial, Terdiri dari benda bergerak yang berupa 
jaminan perorangan (borgtocht). 
b. Benda tak bergerak, yaitu benda-benda yang tidak dapat dibawa atau 
dipindahkan, yang mempunyai nilai uang dan dapat dijaminkan. Setelah tanggal 
9 April 1996 mulai berlaku UUHT, jaminan berupa benda tak bergerak dalam 
hal ini tanah dapat menggunakan ketentuan undang-undang ini.  
Dengan demikian ketentuan mengenai Hipotik atas tanah dan 
Credietverband tidak berlaku lagi. Hipotik pada saat ini hanya digunakan untuk 
mengikat objek jaminan utang yang ditunjuk oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya, seperti KUHDagang. Dalam penyerahan benda jaminan, cara 
penyerahannya yaitu:  
a. Cara penyerahan benda bergerak. Benda bergerak yang pembebanannya 
dilakukan dengan lembaga jaminan gadai, penyerahannya dilakukan dengan 
cara yang nyata dan penguasaan atas benda itu secara terus menerus selama 
masa diperjanjikan. Misalnya surat-surat berharga (saham, obligasi dan lain-
lain). Benda bergerak yang pembebanannya dilakukan dengan lembaga jaminan 
fidusia, cara penyerahannya tidak dilakukan dengan nyata, tetapi hanya 
penyerahan berupa hak kepemilikan saja, karena fidusia itu adalah pemberian 
jaminan berdasarkan kepercayaan semata. Misalnya inventaris kantor, barang 
dagangan dan lain-lain. 
b. Cara penyerahan benda tak bergerak. Benda tak bergerak penyerahannya 
dengan cara penyerahan nyata yaitu mengalihkan hak dalam bentuk akta otentik, 
sedangkan pembebanannya dilakukan dengan lembaga jaminan hak 
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tanggungan, kecuali kapal berukuran 20 meter kubik ke atas telah didaftarkan 
pada syahbandar serta kapal terbang tetap menggunakan lembaga hipotik.36 
 
4 Kredit Macet 
Dalam perkembangan pemberian kredit, yang paling tidak mengembirakan 
bagi pihak adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit 
bermasalah. Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman 
oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibitas dari 
kredit. Informasi dar i tingkat kolektibitas akan sangat bergantung bagi bank untuk 
kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun 
secara keseluruhan. 
Kredit macet merupakan salah satu dari penggolongan kredit bermasalah. 
Istilah penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk 
menunjukan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas 
kredit itu sendiri. Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah 
didasarkan pada kolektibitas kredit.37 Kolektibilitas atau collectibillity yaitu 
keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah 
serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-
surat berharga atau penanaman lainnya.38 
Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 
14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menentukan bahwa 
                                                  
36  Badrulzaman, Mariam Darus, Komplikasi Hukum Jaminan, Bandung: Mandar Maju, 2009, 
hlm. 27. 
37  Ibid., hlm. 427. 
38  Anonim, Kamus Bisnis dan Bank, Media BPR, Online: URL: http://www.mediabpr.com/ 
kamus-bisnis-bank/kolektibilitas.aspx. 2018, Diakses tanggal 20 September 2018. 
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kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu 
sebagai berikut: 
a. kredit lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran 
bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan 
serta sesuai dengan pers yaratan kredit; 
b. kredit dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman 
atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan dalam kurun waktu sampai 
dengan 90 hari; 
c. kredit kurang lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau 
pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 
hari dari waktu yang telah disepakati; 
d. kredit diragukan, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 
pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari 
sampai 270 hari dari waktu yang disepakati; 
e. kredit macet, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran 
bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari atau 9 bulan. 
Kredit dengan kolektibilitas lancar adalah masuk dalam kriteria Performing 
Loan, sedangkan kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang 
lancar, diragukan, dan kredit macet masuk dalam kriteia kedit bermasalah. 
Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang 
lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam 
diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih 
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rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang 
ditentukan oleh Bank Indonesia.39 
Menurut Siswanto Sutojo, suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet 
bilamana: 
a. tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit 
diragukan; atau 
b. dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan 
semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan 
pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau 
c. penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan 
kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau 
telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.40 
Timbulnya kredit-kredit bermasalah menurut Kasmir, selain berasal dari 
nasabah dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan 
yang dimilikinya. Salah satu penyebabnya karena pihak bank dalam melakukan 
analisis kurang teliti sehingga apa yang akan terjadi dalam penjalanan kredit tidak 
diprediksi sebelumnya oleh pihak bank sehingga dapat menimbulkan kredit macet 
dari debitur. Selain itu, dapat pula terjadi karena kolusi dari pihak analis kredit 
dengan`pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.41 
Dari pengertian kredit macet diatas, dapat dijelaskan lebih luas lagi bahwa 
pengertian kredit macet adalah dimana kredit itu mengalami kesulitan dalam 
                                                  
39  Sutojo, Siswanto, Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus, Jakarta: 
Pustaka Binaman Pressindo, 2007, hlm. 12. 
40  Firdaus, Rachmat, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 35. 
41  Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 
115. 
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pelunasan pembayaran akibat dari berbagai faktor-faktor ataupun ada unsur-unsur 
sengaja yang disebabkan oleh kondisi atau seluruh kewajiban kepada pihak bank 
sesuai seperti apa yang telah diperjanjikan. Kemudian kredit macet juga dapat 
dikatakan sebagai suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar 
lunas kredit bank tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Apabila kredit macet 
ini tidak dapat diselesaikan oleh debitur, maka kreditur dapat menjual agunan kredit 
melalui mekanisme lelang.42 
 
C. Tinjauan tentang Wanprestasi  
1. Pengertian Wanprestasi 
Wanprestasi menurut kamus hukum, berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, 
tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Menurut Munir Fuady, wanprestasi, 
atau disebut juga dengan istilah breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak 
dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh 
perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian 
yang bersangkutan. Wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang 
bersangkutan, maka untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut 
dengan istilah “default”, atau “nonfulfillment” atau pun “beach of contract.43 
Satrio merumuskan wanprestasi sebagai suatu peristiwa atau keadaan, di 
mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan 
                                                  
42  Mantayborbir, Hutang Piutang dan Lelang Negara di Indonesia, Medan: Penerbit Pustaka 
Bangsa, 2002, hlm. 23. 
43  Fuady, Munir, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 207 
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debitur punya unsur salah atasnya.44 Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban 
yang telah disepakati dalam perikatan.45 
Perkataan wanprestasi dalam bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. 
Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak 
menepati kewajibannya dalam perjanjian, dalam penegertian lain yang dimaksud 
wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, 
debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam 
perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa 
wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan 
debitur. 
Menurut J Satrio, suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya 
atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat 
dipersalahkan kepadanya. Menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai 
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak 
menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk 
memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya 
wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan 
perjanjian. Menurut Prodjodikoro, Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi 
dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari 
suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan 
                                                  
44  Satrio, J., Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1995, hlm. 3. 
45  Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, 
hlm. 241. 
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janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi. 
Menurut R. Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian) seorang 
debitur dapat berupa empat macam, yaitu: 
a. tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, 
b. melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,  
c. melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu 
pelaksanaannya, 
d. melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan. 
Menurut Burght, pihak yang ditimpa wanprestasi dapat menuntut sesuatu 
yang lain disamping pembatalan yaitu pemenuhan perikatan, ganti rugi atau 
pemenuhan perikatan ditambah ganti rugi. Untuk menetapkan akibat-akibat tidak 
dipenuhinya perikatan, perlu diketahui telebih dahulu pihak yang lalai memenuhi 
perikatan tersebut. Seorang debitur yang lalai, yang melakukan wanprestasi juga 
dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan 
pada tergugat tersebut.46 
Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat 
macam yaitu: 
a. Tidak melakukan sesuatu apa yang disanggupi akan dilakukannya. Dalam hal 
ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini bisa disebabkan, 
karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena 
memang kreditur tidak mungkin berprestasi lagi.  
                                                  
46  Satrio, Yahya Harahap, R. Subekti, Burght, di kutip ScienceBooth.htm., Pengertian Prestasi 
dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak, diakses tanggal 10 Juli 2019, 19.00 WIB. 
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b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. 
Dalam hal ini debitur memang dalam fikirannya telah memberikan prestasinya, 
tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain dari pada yang 
diperjanjikan. Misalnya kreditur membeli bawang putih, tapi ternyata yang 
dikirim adalah bawang merah.Dalam hal ini demikian kita beranggapan, bahwa 
debitur tidak berprestasi.Maka dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk 
penyerahan yang tidak sebagaimna mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan 
yang diperjanjkan. 
c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Disini debitur berprestasi, 
obyek prestasinya benar, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan yaitu 
debitur terlambat dalam prestasinya.  
d. Melakuakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Debitur 
melakukan sesuatu tetapi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, atau 
debitur berprestasi tetapi dalam bentuk lain. Mengenai pembatalan perjanjian, 
bertujuan membawa kedua belah pihak pada keadaan sebelum perjanjian 
diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik 
uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.47 
 
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi  
Menurut Setiawan, bentuk-bentuk dari wanprestasi ada tiga, yaitu meliputi 
sebagai berikut: 
                                                  
47  Apriansyah, Dody, Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pembuatan Jembatan Antara CV. 
Jhon Bina Karya Dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, Yogyakarta: Skripsi Strata 
satu tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009, hlm.          22-23. 
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a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak 
memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama 
sekali. 
b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih 
dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi 
tetapi tidak tepat waktunya. 
c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi 
prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki 
lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.48 
Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu 
sebagai berikut:  
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.49 
Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. 
Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh 
kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu. Apabila somasi itu tidak 
diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan lalu 
pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. 
Somasi adalah teguran dari si kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi 
sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. 
                                                  
48  Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Jakarta: Putra Abadin, 1999, hlm.18. 
49  Subekti, Op Cit., hlm. 43. 
  
48 
Tindakan wanprestasi dapat dibedakan dari berbagai bentuk. Beberapa 
sarjana mencoba memberikan uraian berbagai bentuk/model tindakan wanprestasi. 
Model-model dari wanprestasi menurut Mariam Darus Badrulzaman terdiri dari tiga 
wujud yakni debitur samasekali tidak memenuhi perikatan; debitur terlambat 
memenuhi perikatan; debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.50 
Muhammad Syaifuddin berpendapat selain ketiga model wanprestasi tersebut 
terdapat satu wujud lagi yakni melakukan perbuatan yang dilarang dalam 
perjanjian.51 
 
3. Akibat adanya Wanprestasi  
Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.  
a. Perikatan tetap ada.  
b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).  
c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah 
debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari 
pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada 
keadaan memaksa.  
d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan 
diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 
1266 KUH Perdata.  
                                                  
50  Badrulzaman, Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati 
Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 18-19. 
51  Syaifuddin, Muhammad, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, 
Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung: Mandar Maju, 2012, 
hlm. 338. 
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Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian 
bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 
macam, yaitu:  
a. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 
1243 KUH Perdata).  
b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 
KUH Perdata).  
c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 
ayat 2 KUH Perdata).  
d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 
1 HIR).  
Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi 
kewajibannya swbagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itiu karena 
ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat 
hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Sebagaimana yang 
disebutkan dalam Pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi 
kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, 
yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya Pasal 1237 
mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi 
tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa 
perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 sekarang kreditur berhak 
untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan 
ganti rugi. 
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D. Tinjauan tentang Perjanjian Baku 
1. Pengertian Perjanjian Baku 
Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan 
atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian-
perjanjian yang biasanya dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian yang 
sama terhadap pihak lain, dalam Pasal 1338 (1) BW bahwa semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undnag bagi yang membuatnya.52 
Kebebasan berperjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) tersebut 
sangat ideal jika para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian posisi tawarannya 
seimbang antara satu dengan yang lain. Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan 
para pihak tidak seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang 
betul-betul bebas menentukan untuk apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam 
hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan 
kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu, sehingga 
perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat 
dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku karena format dan isi 
perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.53 
Karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang 
memiliki kedudukan lebih kuat, dapat dipastikan menguntungkan baginya, atau 
meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu 
yang seharusnya menjadi bebannya yang biasa dikenal dengan klausul eksonerasi.54 
                                                  
52  Miru, Ahmad, Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2008, hlm. 39. 
53  Ibid., hlm. 40. 
54  Ibid., hlm. 40. 
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Konsumen dalam perjanjian baku harus menerima segala akibat yang timbul 
dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan konsumen tanpa 
kesalahannya. Karena pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku tidak 
mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “take it 
or leave it”. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada 
elemen “kata sepakat” yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian dalam 
perjanjian baku tersebut. Dalam perjanjian baku telah terjadi penggerogotan 
terhadap keberadaan posisi tawar-menawar (bargaining position), sehingga 
eksistensi unsur “kata sepakat” di antara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi.55 
 
2. Akibat Hukum Perjanjian 
Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan 
yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang 
merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian.56 Akibat hukum perjanjian 
berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain: 
a. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para 
pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan alas hak umum karena 
mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci, dan pihak 
ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan alas hak 
khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara 
terperinci/khusus; 
                                                  
55  http://www.duniahukum.info/2013/09/pengertian-perjanjian-baku.html diakses pada tanggal 
10 Juli 2019, 19.30 WIB. 
56  Naja, H.R Daeng, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2009, 
hlm. 100. 
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b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan 
kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu; 
c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang 
menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak yang 
membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila 
bertentangan dengan rasa keadilan.Sehingga agar suatu perjanjian dapat 
dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, 
kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dimasukkannya itikad baik ke dalam 
perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan 
kepatutan.57 
Menurut Raharjo58 Akibat dari hukum suatu perjanjian akan mengakibatkan 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Pasal 1340 
ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat hanya berlaku 
bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian jelaslah bahwa prestasi 
yang dibebankan oleh KUH Perdata bersifat personal dan tidak dapat dialihkan 
begitu saja, jadi perjanjian tersebut akan melahirkan perikatan di antara para 
pihak dalam perjanjian.59 Suatu perjanjian mulai berlaku bagi para pihak dapat 
dilihat dari jenis perjanjiannya, yaitu:  
                                                  
57  Raharjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Buku Kita, 2009, hlm. 58. 
58  Raharjo, Handri, Ibid.,, hlm. 63. 
59  Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari 
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1) Perjanjian konsensual, dikatakan berlaku apabila sudah terdapat kata sepakat 
diantara para pihak. 
2) Perjanjian riil, dikatakan berlaku sejak sesudah terjadinya penyerahan 
barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya. 
3) Perjanjian Formal, dikatakan berlaku apabila telah ditandatangani oleh 
kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, biasanya dibuat secara 
tertulis yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu. 
b. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang. Dijelaskan dalam Pasal 1338 
KUH Perdata bahwa, semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; tidak dapat dibatalkan 
tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak; dan harus dilaksanakan 
dengan iktikad baik (te goeder trouw, in good faith). Perjanjian yang dibuat 
secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa untuk melaksanakan 
perjanjian serta memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 
membuatnya.60 
Demikian pula menurut Pasal 1339 KUH Perdata suatu perjanjian tidak 
hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi 
juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, 
kebiasaan, atau undang-undang. Akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi 
syarat sahnya suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi 
persyaratan dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian menjadi tidak sah. 
Akibat hukum perjanjian yang tidak sah dapat dibedakan menjadi: 
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a. Perjanjian yang dapat dibatalkan. Secara prinsip suatu perjanjian yang telah 
dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan 
merugikan pihakpihak tertentu serta apabila tidak memenuhi syarat subjektif 
yaitu syarat kesepakatan dan syarat kecakapan seperti yang termuat dalam Pasal 
1320 KUH Perdata. 
b. Perjanjian yang batal demi hukum. Suatu perjanjian dikatakan batal demi 
hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif yaitu suatu hal 
tertentu dan sebab yang halal. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Bab ini akan membahas masalah penelitian terkait penyelesaian sengketa 
penyerahan jaminan atau agunan kepada pihak lain dalam perjanjian kredit Bank pada 
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs. Permasalahan dalam penelitian ini pada intinya 
Penggugat menganggap kantor Tergugat I dalam melaksanakan operasionalnya sebagai 
lembaga keuangan Bank Pemerintah ternyata menyewa rumah milik Tergugat II 
terindikasi antara Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan curang sehingga 
dengan mudah jaminan/agunan milik Penggugat diberikan kepada Tergugat II 
A. Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah (Kredit Macet) 
Lembaga keuangan atau bank dalam mengatasi permasalahan kredit macet 
mempunyai prosedur tersendiri, dimana prosedur tersebut merupakan upaya hukum 
preventif dan upaya hukum represif. Upaya hukum preventif atau pencegahan 
dilakukan dengan berbagai macam bentuk seperti halnya kelengkapan persyaratan 
administratif nasabah, penilaian jaminan dan penilaian kelayakan usaha dari debitor 
untuk mendapatkan pinjaman kredit, cara-cara pembayaran dan hak-hak serta 
kewajiban dari debitor serta kreditor serta langkah-langkah penyelamatan kredit 
hingga tindakan mengakhiri perjanjian kredit serta upaya akhir yang dilakukan 
terhadap penanggulangan kredit macet. Upaya represif dilakukan oleh pihak Bank 
dengan melakukan penyitaan jaminan dan melakukan pelelangan terhadap jaminan 
tersebut ketika debitor telah wanprestasi dan tidak memungkinkan lagi dilakukan 
upaya preventif . 
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Perjanjian kredit perbankan dilihat dari hukum positif di Indonesia adalah 
sama atau dipersamakan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian 
pinjam mengganti, ini dilihat unsur-unsur yang ada didalam perjanjian tersebut, 
dalam hal ini subyek perjanjiannya adalah antara orang dengan badan usaha yang 
diwakili oleh seseorang yang diberi kewenangan untuk mewakilinya, dimana 
perjanjian pinjam meminjam tersebut diatur didalam Pasal 1754 KUHPerdata. 
Menurut Pasal 1754 KUHPerdata yang dimaksud perjanjian pinjam 
meminjam atau perjanjian pinjam mengganti adalah perjanjian dengan mana pihak 
yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat-syarat bahwa pihak yang 
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan 
yang sama pula. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut sama dipersamakan 
dengan perjanjian kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 
merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu pasal 11 
yaitu “yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
Setiap kredit yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan sejenisnya 
selalu memungkinkan untuk menjadi macet sehingga memberikan kerugian kepada 
Bank atau lembaga sejenisnya, dimana kredit macet adalah salah satu dari resiko 
yang harus dihadapi oleh Kreditor baik dari faktor kesalahan dari debitornya 
maupun faktor dari alam atau overmacht, dimana gejala alam atau faktor non tekhnis 
sering mempengaruhi setiap nasabah atau debitor untuk melakukan wan prestasi 
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dalam hal ini adalah sengaja atau tidak sengaja melakukan wanprestasi terhadap 
pinjaman kreditnya yang telah jatuh tempo kepada Bank Rakyat Indonesia. 
Sama halnya dengan pengertian wanprestasi dan macam-macam bentuk wan 
prestasi, di dalam perjanjian kredit tersebut nasabah dianggap wan prestasi adalah 
ketika nasabah tidak membayar pinjman yang telah diperjanjikan, membayar tapi 
jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, membayar tetapi waktunya tidak 
sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga apa yang menjadi kewajibannya tidak 
dapat terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian yang membuat perjanjian tersebut 
dilanggar atau tidak ditaati yang membuat hilangnya hak-hak dari debitor. 
Pihak Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditor telah memberikan toleransi 
keterlambantan atau wanprestasi yaitu pembayaran pinjaman pokok dan bunga 
selama 7 hari asalkan tidak melebihi atau melewati akhir bulan, dan selama itu pula 
debitor masih dianggap sebagai debitor yang lancar, bahkan ketika debitor tidak 
membayar pinjaman selama 2 bulan maka status pinjamannya berubah menjadi 
daftar perhatian khusus dan secara tidak langsung mengganggu neraca pinjaman 
kredit Bank Rakyat Indonesia, dalam hal ini tata cara pinjaman kredit Bank Rakyat 
Indonesia adalah berlaku bulanan atau setiap bulan mengangsur pokok dan bunga 
dan pinjman berlaku musiman dimana dari awal berlaku pinjaman hingga akhir 
pinjaman debitor membayar sekali langsung lunas pokok dan bunga dalam jangka 
waktu yang telah disepakati. 
Untuk mengantisipasi dari adanya kredit macet, pihak bank sebagai kreditor 
mempunyai prosedur atau cara-cara tersendiri untuk meminimalisir kredit macet 
dan untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah, yaitu upaya hukum atau aspek 
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legalitasnya, upaya penyelamatan kredit bermasalah dan upaya untuk mengakhiri 
perjanjian kredit, adalah sebagai berikut: 
1. Upaya Hukum Sesuai Peraturan Perundang-Undangan 
Upaya hukum pencegahan kredit macet dilakukan dengan berbagai 
macam cara, akan tetapi yang paling penting dan harus dilakukan adalah 
penilaian kreditor terhadap debitor mengenai kemampuannya untuk 
mengembalikan pinjaman kreditnya kepada bank, selain persyaratan 
administratif yang harus dipenuhi persyaratan yang tidak kalah penting dan 
harus dipenuhi debitor untuk memperoleh kredit dari bank adalah mengenai 
domisili debitor, status pernikahan debitor, keabsahan atau legalitas dari 
agunannya dalam hal pemilik jaminan, Sistem Informasi Debitur, yang tidak 
kalah pentingnya adalah mengetahui karakteristik dari nasabah, apakah riwayat 
debitor tersebut baik atau tidak dalam kredit di Bank atau lembaga keuangan 
lainnya, dan yang tidak kalah penting dalam pemberian kredit adalah lahan 
pertanian yang digarap atau usaha yang dimiliki nasabah, dimana dalam 
perhitungannya RPC (Repayment Capacity) harus mencukupi pembayaran 
jumlah pinjaman dari bank, sehingga kredit tersebut dapat di setujui dan diputus 
oleh kepala kantor Bank Rakyat Indonesia sebagai Kreditor. 
Pada prinsipnya upaya pencegahan kredit macet adalah upaya Bank 
Rakyat Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum terhadap agunan yang dijaminkan oleh debitor yang wanprestasi, oleh 
sebab itu pihak Bank Rakyat Indonesia ketika ada debitor yang wanprestasi 
dapat dilakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan di Pengadilan Negeri 
tempat pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan dan ketika terjadi penyitaan 
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jaminan debitor maka proses pennyitaan dan pelelangan jaminan dilakukan oleh 
KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara), selain itu Bank Rakyat 
Indonesia dapat menunjuk atau meminta kurator swasta untuk menyita dan 
melelang jaminan yang digunakan oleh debitor yang macet. 
Untuk upaya pencegahan dan pengamanan jaminan dari kredit macet 
tersebut Bank Rakyat Indonesia harus mengikuti pedoman pemberian kredit 
yang sehat serta mengikuti peraturan Bank Indonesia dan mengacu pada 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan, sehingga meskipun kredit macet tidak dapat 
dihindarkan dari dunia perbankan akan tetapi dengan prosedur yang sesuai 
dengan aturan yang berlaku akan melindungi kreditor dari kerugian yang 
disebabkan oleh kredit macet. 
Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditor dibandingkan dengan bank atau 
lembaga keuangan lainnya selalu berusaha selangkah lebih maju, selalu inovatif 
baik dalam pelayanan dan keunggulan produk serta terobosan baru, dalam hal 
pemberian apresiasi kepada nasabah yang selalu tepat waktu dalam pembayaran 
kreditnya yaitu IPTW (Insentif Pembayaran Bunga Tepat Waktu) dimana hal 
tersebut guna merangsang debitor untuk mementingkan pembayaran kredit 
sesuai dengan tanggal perjanjian kredit, yang kedua adalah Program asuransi 
dimana dalam perjanjian kredit di bank Rakyat Indonesia terdapat 2 macam 
asuransi yang merupakan fasilitas dan keunggulan dari BRI untuk masa depan 
bukan hanya debitor saja tetapi ahli waris nya, pertama adalah Asuransi Jiwa 
dimana Debitor nama pertama diikutkan dalam asuransi Jiwa yang mana apabila 
debitor tersebut meninggal dunia maka perjanjian kredit tersebut di anggap 
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lunas karena kredit tersebut ditanggung oleh asuransi, Kedua adalah Asuransi 
Kesehatan dan Kecelakaan yaitu asuransi yang melindungi debitor dari biaya 
rumah sakit yang diakibatkan dari sakit ataupun kecelakaan. Jadi untuk 
mengantisipasi wanprestasi debitor yang dikarenakan kondisi debitor yang sakit 
atau meninggal maka program tersebut sangat efektif untuk mengantisipasi 
kredit macet di Bank Rakyat Indonesia. 
2. Upaya Penyelamatan Kredit 
Bank Rakyat Indonesia selaku kreditor akan selalu berusaha untuk 
menyelamtakan kredit yang bermasalah, dengan tujuan agar Bank tidak 
mengalami kerugian yang lebih besar lagi dan tidak akan mengganggu neraca 
keseimbangan kantor. Dalam hal ini apakah pihak Bank Rakyat Indonesia sudah 
mempersiapkan langkah-langkah hukum yang akan diambil apabila nantinya 
pihak debitor wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah ditandatangani. 
Sehingga terdapat dua aspek penting yang dilakukan oleh Bank Rakyat 
Indonesia selaku kreditor yang memberikan kredit untuk mengambil tindakan 
hal tersebut, yang pertama adalah penyelamatan kredit bermasalah dan kedua 
adalah upaya untuk mengakhiri perjanjian kreditnya. 
Upaya-upaya yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia dalam rangka 
menyelamatkan pinjaman kredit, dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 
a. Pencantuman mengenai jumlah dari pinjaman kredit debitor. 
b. Pencantuman klausula mengenai cara pembayaran kembali kredit. 
c. Pencantuman klausula mengenai jumlah pembayaran kredit. 
d. Pencantuman klausula mengenai pembayaran maju kredit. 
e. Pencantuman Klausula menegenai denda dan IPTW kredit  
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f. Pencantuman klausula mengenai pengawasan dan pemeriksaan debitor saat 
dibutuhkan. 
g. Pencantuman mengenai barang-barang jaminan. 
h. Pencantuman klausula mengenai penyelesaian perselisihan atau domisili 
hukum kedua belah pihak. 
Mengenai cara-cara pembayaran kredit berdasarkan aturan Bank Rakyat 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
a. Untuk pinjaman musiman debitor wajib membayar pokok dan bunga 
pinjaman satu kali dalam jangka waktu yang ditentukan, dan untuk pinjaman 
bulanan pembayaran pokok dan bunga pinjaman dilakukan setiap bulan 
dengan jangka waktu yang telah disepakati. 
b. Pembayaran Pinjaman musiman dan pinjaman bulanan dibayarkan tepat 
sesuai tanggal realisasi kredit yang diberikan kelonggaran waktu 7 hari kerja 
asalkan tidak melewati akhir bulan. 
c. Pembayaran tepat waktu yang dilakukan oleh debitor mendapatkan Insentif 
Pembayaran Tepat Waktu yang besarnya sesuai dengan jumlah pinjaman 
masing-masing debitor yang telah ditentukan Bank Rakyat Indonesia. 
d. Debitor harus mempunyai rekening tanbungan di Bank Rakyat Indonesia 
sebagai tempat penampungan IPTW tersebut, dengan jumlah minimal 
tertentu untuk menjaga apabila sewaktu-waktu nasabah tidak mampu 
membayar pinjaman kreditnya, 
e. Pembayaran yang diterima Bank dari debitor akan diprioritaskan masuk ke 
dalam bunga pinjaman dulu dan kemudian pokok pinjamannya.  
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f. Debitor memberikan surat kuasa memotong gaji bulanan bagi debitor 
golongan berpenghasilan tetap yang dilakukan setiap awal bulan untuk 
membayar pinjaman kreditnya. 
Pencantuman Klausula kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang akan 
diterima debitor, sebenarnya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor 
sangat kecil dimana dengan memahami klausula-klausula yang telah menjadi 
kesepakatan tersebut pihak Bank Rakyat Indonesia sangat memberikan 
kelonggaran bagi debitor untuk melakukan prestasinya sehingga akan tercipta 
prinsip saling menguntungkan diantara kreditor dan debitor. Namun apabila 
debitor melakukan wanprestasi dalam melakukan kewajibannya pembayaran 
kreditnya mesipun telah diberi kan toleransi waktu maka debitor akan 
kehilangan Insentif Pembayaran Bunga Tepat Waktu, yang tertuang dalam surat 
pengakuan hutang Pasal 2 ayat (4) yaitu, “Dalam angsuran pinjaman tersebut 
terkandung unsur Cadangan pengembalian Bunga Tepat Waktu yang 
merupakan Cadangan penalty apabila terjadi tunggakan”. Selanjutnya ayat (5) 
menyebutkan “pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman dilaksanakan 
tepat waktu yang diperjanjikan, maka Bank wajib membayar Pembayaran 
Bunga Tepat Waktu dari pembayaran pinjaman tersebut, bila pembayaran 
dilakukan tidak tepat waktu sesuai yang diperjanjikan maka yang berhutang 
tidak berhak atas Pengembalian Bunga tepat waktu”. 
Meskipun demikian, berarti pinjaman kredit yang menunggak tidak 
memenuhi kewajibannya diusahakan tetap memenuhi kewajibannya nya, 
dengan membayar meskipun jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pokok 
dan bunga pinjaman sesuai dengan perjanjian (bayar bunga) saja, hal ini 
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dilakukan untuk menjaga agar debitor tidak masuk kedalam golongan diragukan 
bahkan sampai macet sehingga kredit tersebut dapat diselamatkan.  
Adanya nasabah yang menunggak tersebut kirannya Bank Rakyat 
Indonesia telah melakukan penagihan kelapangan dan mencari tahu penyebab 
dari tidak memenuhinya kewajiban membayar pinjaman kredit di Bank Rakyat 
Indonesia. Hal ini sangat penting dilakukan oleh pihak kreditor untuk 
mengetahui kondisi nyata keuangan dan usaha dari debitor dalam hal 
memungkinkan untuk membayar pinjamannya kepada kreditor, sehingga dari 
hal tersebut dapat diperkirakan pinjaman tersebut dapat diselamatkan atau tidak. 
Dengan memberikan surat peringatan kepada debitor dan memberikan tenggang 
waktu untuk dapat membayar dan melunasi pinjaman kreditnya tersebut 
diharapkan debitor berusaha untuk membayar atau melunasi kewjibannya 
terhadap Bank. 
Sekian banyak kredit macet yang terjadi, faktor-faktor yang banyak 
mempengaruhinya adalah faktor ekonomi dari debitor, yaitu gagalnya panen 
dari petani dan sepinya usaha yang dijalan kan oleh debitor yang artinya pada 
saat itu debitor tidak lagi memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk 
membayar pinjaman kreditnya karena uang yang dimiliki debitor hanya cukup 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana faktor gagal panen yang tidak 
dapat diprediksi karena hal tersebut merupakan faktor alam yang menentukan 
serta bankrutnya usaha yang disebabkan karena musibah, kebakaran, banjir dan 
lainnya. Faktor yang banyak mempengaruhi adanya kredit macet adalah faktor 
kesehatan, dimana ketika debitor sakit tidak ada yang mencari nafkah untuk 
membayar kredit bahkan ketika debitor harus dirawat di rumah sakit, maka 
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biaya pengobatan yang mahal pun harus diutamakan pemenuhannya dari pada 
membayar kewajiban terhadap Bank yang sifatnya lebih mendesak. 
Pinjaman kredit di Bank Rakyat Indonesia menggunakan perhitungan 
bunga yang tetap, artinya jumlah pokok dan bunga pinjaman yang dibayar oleh 
debitor sama atau tidak berubah meskipun tingkat suku bunga Bank Indonsia 
naik sekalipun, berbeda dengan perhitungan bunga naik atau menurun yang 
sifatnya lebih merugikan debitor disaat-saat tertentu, sehingga dengan bunga 
tetap tersebut diharapkan debitor dapat mempersiapkan pembayaran kredit 
terlebih dahulu sebelum jatuh temponya. 
Upaya lainnya adalah mewajibkan debitor untuk mempunyai rekening 
tabungan yang mempunyai saldo minimal yang sudah ditentukan, tujuannya 
adalah untuk mengantisipasi ketika sewaktu-waktu debitor tidak mampu 
membyar pinjamannya tersebut dapat diambilkan melalui tabungan debitor baik 
melalui setoran tunai maupun melalui pemindahbukuan, dimana untuk pinjaman 
bulanan setiap enam bulan sekali mendapatkan pengembalian bunga tepat waktu 
dan untuk musiman mendapatkan insentif tersebut setelah pinjamannya lunas 
asal tidak pernah terlambat pembayarannya, sehingga tabungan tersebut cukup 
untuk menutupi pembayaran pinjaman debitor yang terlambat. 
Selain pemberian tenggang waktu pembayaran pinjaman kredit dan 
saldo minimal tabungan, pihak Bank Rakyat Indonesia memberikan keringanan 
pembayaran bunga sehingga debitor hanya cukup membayar pinjaman 
pokoknya saja. Keringanan bunga tersebut diberikan bukan kepada semua 
nasabah kredit macet akan tetapi debitor yang benar-benar usahanya bangkrut 
atau gagal panen besar dan mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya, 
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selain itu keringanan bunga diberikan dengan syarat pembayaran pinjamannya 
dibayar lunas dengan menyertakan surat pernyataan sanggup membayar lunas 
dan menyebutkan alasan debitor tersebut hingga macet, karena yang 
memberikan putusan keringanganan bunga adalah Pimpinan Bank Rakyat 
Indonesia. 
Untuk mengantisipasi kredit macet yang disebabkan karena adanya 
debitor sakit dan tidak mampu bekerja, pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang 
Rembang yang merujuk Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia Pusat Nomor: B 
23/TSI/III/2010 mempunyai program yaitu asuransi Kesehatan dan Kecelakaan, 
dimana setiap pinjaman kredit diatas Sepuluh juta rupiah diwajibkan mengikuti 
program asuransi tersebut. Program ini menguntungkan kedua belah pihak baik 
debitor dan kreditor dimana apabila debitor sakit dan dirawat dirumah sakit 
maka debitor akan memperoleh klaim asuransi senilai lebih dari Dua puluh Juta 
Rupiah, sehingga uang yang seharusnya untuk biaya rumah sakit dapat 
digunakan untuk membayar pinjaman kredit nya, sedangkan manfaat Bank 
Rakyat Indonesia sebagai kreditor adalah kredit bermasalah atau kredit macet 
dapat ditekan serendah mungkin dengan pembayaran pinjaman debitor tanpa 
terganggu dan terkendala dengan sakit yang diderita oleh debitor. 
Upaya Penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak Bank didasarkan 
atas asas itikad baik dimana pihak debitor dan kreditor diharapkan sama-sama 
mempunyai itikad yang baik dalam penyelesaian kewajiban perjanjian kredit 
tersebut, pada prinsipnya Bank Rakyat Indonesia selalu memberi kemudahan 
dan keamanan serta kepastian hukum terhadap debitornya, sehingga selalu akan 
diupayakan tindakan-tindakan pengemanan dan penyelamatan kredit yang 
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bermasalah atau macet sehingga didalam hubungannya antara Bank Rakyat 
Indonesia dengan masyarakat adalah hubungan simbiosis mutualisme atau 
hubungan yang saling membutuhkan, dimana Bank Rakyat Indonesia akan 
memperoleh keuntungan dari bunga yang didapat dan sebaliknya masyarakat 
akan memperoleh keuntungan dari adanya bantuan modal kredit untuk 
pertaniannya atau untuk pengembangan usahanya. 
Upaya yang di ambil Bank Rakyat Indonesia untuk menjamin debitor 
membayar pinjaman kreditnya, dalam Pasal 4 surat perjanjian hutang 
menyebutkan ”Untuk menjamin supaya pinjaman yang berhutang kepada bank 
dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan 
ini atau karena alasan lain, ataupun yang mungkin timbul pada suatu ketika 
termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya lainnya maka yang berhutang 
menyerahkan agunan yang berupa tanah atau tanah dan bangunan, tanaman dan 
hasil karya yang telah ada atau aka nada yang merupakan satu kesatuan dengan 
tanah dan yang merupakan milik pemegang hak tanah” 
Selanjutnya di dalam Pasal 20 ayat (1) Syarat Umum perjanjian hutang 
menyebutkan “dalam rangka pengawasan, pengamanan dan penyelesaian kredit 
bank berwenang untuk menyerahkan tugas pengawasan, pengamanan, dan 
penyelesaian kredit pada pihak ke tiga yang ditunjuk dan diberi kuasa”, 
sedangkan ayat (2) berbunyi “dalam rangka pengawasan, pengamanan dan 
penyelesaian kredit, bank juga berhak sewaktu-waktu mengambil tindakan-
tindakan dalam bentuk apapun selain ditentukan dalam ayat (1) dalam pasal ini”. 
Penggunaan pinjaman yang tertuang didalam Pasal 1 surat perjanjian hutang 
tersebut debitor dapat menyimpanginya, dengan penggunaan yang tidak sesuai 
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dengan perjanjian asalkan tidak melanggar hukum, yang lebih penting dari itu 
adalah apapun penggunaan kredit pinjaman dari Bank yang terpenting 
pembayaran pinjamannya lancar sesuai dengan hak dan kewajibannya sesuai 
dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. 
Apabila dipahami lebih jauh lagi oleh debitor, bahwasanya upaya 
penyelamatan kredit macet yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia 
adalah tidak semata-mata untuk kepentingan kreditor saja akan tetapi 
penyelamatan kredit macet tersebut untuk melindungi nama baik dari debitor 
agar tidak menjadi daftar debitor yang dicekal oleh Bank Indonesia, dimana 
apabila pinjaman debitor sudah mengalami macet dan statusnya berubah 
menjadi daftar hitam maka debitor tersebut tidak akan dapat mengambil 
pinjaman di Bank manapun, sehingga dengan itu Bank Rakyat Indonesia sangat 
hati-hati dalam menangani pinjaman yang macet.  
Pinjaman kredit yang diajukan di Bank Rakyat Indonesia, dimana 
pinjaman yang lebih dari 50 juta rupiah agunan yang dijaminkan tersebut di 
berikan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh notaris atau pejabat 
pembuat akta tanah, dimana untuk menyelamtakan dan mengamankan pinjaman 
kredit yang bermasalah tersebut, setiap agunan yang dijaminkan di Bank Rakyat 
Indonesia diberikan label peringkat satu, yaitu Bank Rakyat Indonesia sebagai 
kreditor disini adalah sebagai kreditor preferen dimana apabila sewaktu-waktu 
sampai terjadi debitor macet dan jaminanan yang diagunkan tersebut dilelang 
maka pelunasan pembayaran kepada Bank Rakyat didahulukan dibandingkan 
dengan Kreditor lainnya.  
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Adanya perjanjian yang jaminannya diikat dengan Akta Pembebanan 
Hak Jaminan (APHT) tersebut, maka setiap sertifikat yang yang dijaminkan 
akan di berikan atau diterbitkan Setifikat Hak Tanggungan (SHT), dimana 
dengan adanya Sertifika Hak Tanggungan maka ketika ada debitor yang Wan 
Prestasi kreditor mempunyai hak untuk menyita jaminan dari debitor, karena 
dengan adanya Sertifikat Hak Tanggungan tersebut jaminan tersebut 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang mana tindakan penyitaan dapat 
dilakukan oleh Kreditor dengan dibantu oleh juru sita atau kurator dari 
Pengadilan Negeri. 
3. Upaya mengakhiri Perjanjian Kredit 
Pemberian tolerasnsi yang diberikan Bank Sebagai kreditor terhadap 
debitor yang wanprestasi dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan 
kewajibannya membayar pinjaman kredit kepada Bank bukan tanpa batas, 
dengan kata lain bilamana sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh Bank 
dan debitor tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka Bank Rakyat 
Indonesia selaku kreditor dapat melakukan upaya-upaya hukum untuk 
mengakhiri perjanjian kredit tersebut meskipun batas waktu perjanjian kredit 
belum berakhir.  
Pasal 11 Syarat Umum perjanjian kredit menyebutkan: ”Dengan tidak 
memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang 
diperjanjikan, Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang 
dengan segera, seketika, dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri 
dan diberikan peringatan”. Saat mengakhiri perjanjian kredit, tindakan yang 
dilakukan oleh Bank selaku kreditor adalah: 
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a. Melakukan penyitaan barang yang dijaminkan kepada Bank sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
b. Melakukan eksekusi dan pelelangan terhadap barang jaminan sesuai dengan 
surat kuasa yang diberikan debitor. 
c. Melunasi seluruh sisa hutang yang dimiliki kepada kreditor dan membayar 
biaya-biaya yang dikeluarkan dan sisanya akan dikembalikan kepada 
debitor. 
Tindakan hukum tersebut akan dilakukan oleh pihak Bank bilamana 
debitor melakukan wanprestasi, yaitu: 
a. Debitor tidak membayar pinjaman sesuai dengan jumlah yang telah 
ditetapkan dalam perjanjian kredit. 
b. Debitor membayar pinjaman tapi tidak sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan dalam perjanjian kredit. 
c. Debitor melanggar ketentuan-ketentuan dan tidak melaksanakan 
kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersaman.  
d. Debitor memberikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan 
kenyataan yang sebenarnya. 
Ketika debitor melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah 
diuraikan diatas, maka upaya atau tindakan yang diambil oleh Bank Rakyat 
Indonesia sebagai pihak kreditor adalah dengan memanggil atau mendatangi 
debitor yang wan prestasi tersebut dan memberikan penjelasan mengenai 
kesalahan dan upaya hukum yang akan ditempuh pihak Bank apabila debitor 
tidak mempunyai itikad baik, memberikan surat peringatan kepada debitor 
untuk segera melaksanakan kewajibanya kepada kreditor dan apabila peringatan 
  
70 
tersebut tidak diindahkan maka akan diberikan surat peringatan ke dua atau surat 
peringatan terakhir yang apabila tetap tidak ada tindakan dari debitor maka 
tindakan penyitaan dan pelelangan barang jaminan akan dilakukan oleh kreditor. 
Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditor memberikan kesempatan 
kepada debitor untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga kedua belah pihak 
sama-sama tidak saling merugikan, yaitu dengan menjual sendiri agunan yang 
dijaminkan kepada Bank, sehingga hasil penjualan tersebut dapat digunakan 
untuk membayar pinjaman kredit debitor, bahkan pihak Bank Rakyat Indonesia 
membantu debitor untuk mencarikan calon pembeli bagi yang berminat 
membeli jaminan milik debitor. Hal ini dimaksudkan adalah untuk penyelesaian 
kredit macet secara kekeluargaan dan hasil penjualan yang diterima oleh debitor 
lebih banyak apabila melakukan proses lelang, hal ini juga bertujuan untuk 
menghindari prosedur lelang yang banyak dan menyita banyak waktu. 
 
B. Penyelesaian Sengketa Penyerahan Jaminan/Agunan Kepada Pihak Lain 
dalam Perjanjian Kredit Bank pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs 
Pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada pokok masalah yang telah 
dirumuskan, yaitu akan membahas penyelesaian sengketa penyerahan jaminan atau 
agunan kepada pihak lain dalam perjanjian kredit Bank pada Putusan Nomor 
1/Pdt.G/2019/PN Bbs. Fokus permasalahan dibahas dalam penelitian ini pada 
intinya Penggugat menganggap kantor Tergugat I dalam melaksanakan 
operasionalnya sebagai lembaga keuangan Bank Pemerintah ternyata menyewa 
rumah milik Tergugat II terindikasi antara Tergugat I dan Tergugat II melakukan 
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perbuatan curang sehingga dengan mudah jaminan/agunan milik Penggugat 
diberikan kepada Tergugat II. 
Duduk perkara dalam putusan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs. pada 
intinya Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah nasabah/debitur dari 
Tergugat I dengan nomor rekening 33212790 memiliki pinjaman kredit sebesar Rp 
35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp Rp 
2.041.700,- (dua juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) selama 24 bulan 
dengan menyerahkan sebuah Serifikat Hak Milik nomor: 00188 atas nama Casmadi 
bin Sukyadi sebagai jaminan/agunan pinjaman hutang di Tergugat I. Awalnya 
Penggugat lancar dalam melakukan angsuran kredit, namun pada bulan-bulan 
terakhir mengalami kesulitan usaha sehingga tidak dapat meneruskan 
cicilan/angsuran kredit yang tinggal beberapa bulan saja (± 4 angsuran). Penggugat 
tidak pernah mendapat surat pemberitahuan mengenai keterlambatan 
cicilan/angsuran pinjaman dari Tergugat I sehingga Penggugat tidak dapat 
mengetahui besarnya tagihan, batas waktu pembayaran yang sudah menjadi 
kewajiban Penggugat selaku nasabah dari Tergugat I.  
Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan atau surat teguran 
(somasi) dari Tergugat I sehingga Penggugat beritikad baik agar membayar atau 
melunasi sejumlah tunggakan angsuran pinjaman/kredit yang sudah menjadi 
kewajibanya selaku nasabah/debitur dari Tergugat I. Tergugat I juga tidak pernah 
memberikan solusi terkait kredit macet, juga tidak pernah melakukan pengawasan 
asset dengan melakukan pemasangan plang serta melakukan pemberitahuan lelang 
terhadap jaminan/agunan milik Penggugat agar jaminan/agunan tersebut tidak 
ditempati, dikuasai atau dipindah tangankan ke orang lain. Oktober tahun 2013 
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Tergugat II bersama suaminya yang bernama Walim berencana membangun dengan 
medatangkan dan menaruh bahan material bangunan (batu batu dan pasir) di atas 
tanah pekerangan tersebut. Tergugat II bersama suaminya mengklaim serta 
menguasai tanah dengan Serifikat Hak Milik nomor: 00188 atas nama Casmadi Bin 
Sukyadi karena Penggugat punya hutang kepada Tergugat II dan suaminya tersebut 
sebesar ± Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah). 
Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pengguat menganggap perbuatan 
Tergugat I dengan memberikan atau menyerahkan jaminan/agunan milik Penggugat 
berupa Serifikat Hak Milik nomor: 00188 atas nama Casmadi bin Sukyadi kepada 
Tergugat II tanpa melalui mekanisme yang benar adalah Perbuatan Melawan 
Hukum dan sangat merugikan Penggugat. Begitu juga perbuatan Tergugat II dengan 
menguasai atau mengambil hak atau harta Penggugat yaitu tanah pekarangan 
dengan Serifikat Hak Milik Nomor: 00188 atas nama Casmadi Bin Sukyadi secara 
sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan yang berlaku 
adalah kejahatan penyerobotan tanah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.  
Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri 
Brenes, adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah 
mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I dan 
Tergugat II. Fokus dalam penelitian ini hanya membahas penyelesaian sengketa 
penyerahan jaminan atau agunan kepada pihak lain dalam perjanjian kredit Bank 
yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 
1/Pdt.G/2019/PN Bbs. 
Berdasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I 
telah terjadi hubungan hukum dimana Penggugat telah menerima pinjaman uang 
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(kredit) dari Tergugat I (bukti T.I-1) dan Penggugat telah menitipkan jaminan 
berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00188/Ds. Banjaratma, Kecamatan 
Bulakamba atas nama Casmadi. Penggugat mengalami masalah dengan pelunasan 
hutang kepada Tergugat I, namun tidak menerima pemberitahuan tentang keadaan 
pinjaman kreditnya yang bermasalah. 
Tergugat I dengan alat bukti yang ada juga tidak memberitahukan tentang 
masalah pelunasannya kredit Penggugat yang bermasalah tersebut. 
Pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00188/Ds. Banjaratma, 
Kecamatan Bulakamba atas nama Casmadi oleh Tergugat II pada tanggal 4 Januari 
2010. Tergugat I memberikan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00188/Ds. 
Banjaratma, Kecamatan Bulakamba atas nama Casmadi kepada Tergugat II (bukti 
TII-6 karena didasarkan pada bukti kuitansi pembelian objek sengketa (bukti TII-4 
berupa Fotokopi Kwitansi pembayaran atas obyek sengketa yang ditandatangani 
oleh Casmadi (Penggugat) dan istrinya). Namun Tergugat I dalam pembuktian juga 
tidak mengajukan bukti surat tentang kelalaian Penggugat terhadap pembayaran 
hutangnya tersebut. 
Adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka secara hukum 
bank selaku kreditor harus memberikan surat peringatan atau somasi kepada 
debitornya yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran 
kredit. Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No 852/K/Sip/1972, yang 
pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut: “Bahwa untuk menyatakan 
seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan 
resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum 
dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding 
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telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus 
dinyatakan tidak dapat diterima.”  
Perbuatan Tergugat I yang tanpa memberikan surat teguran (somasi) tentang 
wanprestasinya debitur dalam hal ini Penggugat lalu melakukan tindakan 
memberikan atau menyerahkan jaminan atau agunan milik Penggugat berupa 
Sertipikat Hak Milik nomor: 00188 atas nama Casmadi, Spd Bin Sukyadi kepada 
Tergugat II merupakan tindakan melawan hukum. Tindakan Tergugat I tidak 
melalui mekanisme yang benar karena Penggugat dalam hal ini adalah pihak yang 
menjaminkan barang jaminan dimana dalam setiap pengembalian barang jaminan 
haruslah melalui yang bersangkutan selaku orang yang menjaminkan atau 
mengagunkan barang tersebut. Perbuatan Tergugat I merupakan Perbuatan 
Melawan Hukum (Onrechtmatige daad). Proses pengambilan jaminan debitur harus 
didampingi oleh marketing sebagai penjamin selain surat kuasa dan berita acara 
untuk nanti kelengkapan di kantor dan ada format untuk penyerahan jaminan dan 
dokumentasi berupa foto dan bahwa saksi dalam pengambilan suatu jaminan tidak 
cukup dengan surat kwitansi. 
Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka penulis sepakat dengan 
pemikiran hakim bahwa meskipun telah ada perjanjian jual beli antara Penggugat 
dengan Tergugat II yang sah namun penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00188 
atas nama Casmadi, Spd Bin Sukyadi bukanlah dilakukan oleh orang yang berhak 
dalam hal ini Penggugat sehingga Tergugat I dinyatakan melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum maka Tergugat I harusnya mengembalikan keadaan seperti 
semula, dimana apabila perjanjian kredit Penggugat telah lunas atau selesai maka 
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barang jaminan dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor: 00188 atas nama 
Casmadi, Spd Bin Sukyadi haruslah diserahkan kepada Penggugat. 
Jadi menurut penulis putusan hakim dalam pokok perkara sengketa 
penyerahan jaminan/agunan kepada pihak lain dalam perjanjian kredit bank sudah 
benar yaitu menyatakan Perbuatan Tergugat I memberikan atau menyerahkan 
jaminan atau agunan milik Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00188 
atas nama Casmadi, Spd Bin Sukyadi kepada Tergugat II tanpa melalui mekanisme 
yang benar adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dan 
memerintahkan Tergugat I memberikan jaminan/agunan berupa Sertipikat Hak 
Milik Nomor: 00188 atas nama Casmadi, Spd Bin Sukyadi kepada Penggugat. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan atas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah (kedit macet) lembaga keuangan atau 
bank dalam mengatasi permasalahan kredit macet dilakukan melalui upaya 
hukum preventif dan upaya hukum resesif. Upaya hukum preventif seperti 
kelengkapan persyaratan administratif, penilaian jaminan dan kelayakan usaha 
debitor, cara-cara pembayaran dan hak-hak serta kewajiban dari debitor serta 
kreditor serta langkah penyelamatan kredit hingga tindakan mengakhiri 
perjanjian kredit serta upaya akhir yang dilakukan terhadap penanggulangan 
kredit macet. Upaya represif dilakukan oleh pihak bank dengan melakukan 
penyitaan jaminan dan melakukan pelelangan terhadap jaminan tersebut ketika 
debitor telah wanprestasi dan tidak memungkinkan lagi dilakukan upaya 
preventif . Untuk mengantisipasi dari adanya kredit macet, pihak bank sebagai 
kreditor mempunyai prosedur atau cara-cara tersendiri untuk meminimalisir 
kredit macet dan untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah, yaitu upaya 
hukum atau aspek legalitasnya, upaya penyelamatan kredit bermasalah dan 
upaya untuk mengakhiri perjanjian kredit. 
2. Penyelesaian sengketa penyerahan jaminan atau agunan kepada pihak lain 
dalam perjanjian kredit Bank pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bbs dapat 
disimpulkan bahwa meskipun telah ada perjanjian jual beli antara Penggugat 
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dengan Tergugat II yang sah namun penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 
00188 atas nama Casmadi Bin Sukyadi bukanlah dilakukan oleh orang yang 
berhak dalam hal ini Penggugat sehingga Tergugat I dinyatakan melakukan 
Perbuatan Melawan Hukum maka Tergugat I harusnya mengembalikan keadaan 
seperti semula, dimana apabila perjanjian kredit Penggugat telah lunas atau 
selesai maka barang jaminan dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor: 00188 
atas nama Casmadi Bin Sukyadi haruslah diserahkan kepada Penggugat. 
 
B. Saran  
1. Bagi kreditur dalam menyelesaikan kredit bermasalah, sebaiknya dilakukan 
dengan prosedur yang benar sesuai hukum yang berlaku. Kesalahan prosedur 
yang dilakukan lembaga keuangan atau bank akan mengakibatkan citra buruk 
pada lembaga atau bank tersebut sehingga akan mengurangi kepercayaan 
masyarakat. Sebelum memberikan pinjaman kredit harus melakukan penilaian 
yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan praktek usaha 
dari debitor untuk memenuhi prestasinya sehingga kemampuan dan 
kesanggupan debitor melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.  
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengetahui prosedur yang benar dalam hal 
penyerahan atau eksekusi barang jaminan atau agunan. Alangkah baiknya 
sebelum mengajukan pinjaman kredit alangkah baiknya dipikirkan terlebih 
dahulu kemampuan dan kesanggupan membayar angsuran kredit, karena apabila 
terjadi wanprestasi maka proses eksekusi jaminan hak tanggungan dapat 
dilakukan kreditur terhadap perjanjian kredit perbankan yang telah 
diperjanjikannya.  
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